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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya pembaruan sebuah alternatif
penyelesaian perkara pidana yang disebut dengan Restorative Justice karena fenomena
overcapacity lapas dalam beberapa dekade waktu terakhir dan kurangnya rasa kepuasan
masyarakat terhadap sistem peradilan yang seringkali dirasa kurang memenuhi rasa
keadilan dalam masyarakat. Diikuti dengan terobosan baru dalam dunia pemidanaan yang
semula dari sistem retributif (pembalasan) menjadi restoratif (pemulihan) korban tindak
pidana. Dalam mewujudkan cita cita Restorative Justice ini peran pemerintah melalui
instansi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum mencetuskan regulasi berupa Peraturan
Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan
restoratif, namun dalam pengaplikasian Restorative Justice dapat menimbulkan terjadinya
pro kontra bagi para pihak korban, pelaku, keluarga dan masyarakat yang terdampak
padahal apabila dicermati lebih lanjut tujuan utama dari Restorative Justice ialah
mendapatkan solusi dengan mencari jalan keluar bersama demi tercapainya kemaslahatan
semua pihak yang terlibat.

Rumusan Masalah: (1). Bagaimana Restorative Justice sebagai penyelesaian
tindak pidana ditinjau dari perspektif Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang
penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif? (2) Bagaimana Restorative
Justice sebagai penyelesaian tindak pidana dalam perspektif Maslahah Mursalah?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan jenis
penelitian hukum normatif untuk mengetahui tentang konsep Restorative Justice sebagai
Penyelesaian Tindak Pidana dalam Perspektif Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun
2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Maslahah
Mursalah. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilaksanakan untuk
mengetahui mengenai sebuah hukum tersebut berlaku, dengan menggunakan acuan data
sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian ini adalah (1). Restorative Justice sebagai penyelesaian tindak
pidana dalam perspektif Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 tentang penghentian
penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ialah sebuah metode penyelesaian dengan
melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk
bersama sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali
pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.(2). Restorative Justice dalam perspektif
maslahah mursalah sebagai penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan
mengedepankan perdamaian serta pemulihan untuk mencegah kerusakan (fasada) yang
ditimbulkan dari sebuah tindakan pidana dan Restorative Justice merupakan wujud
adanya komitmen pemerintah beserta peraturan kebijakannya sesuai dengan maslahah
dharuri (penting) bagi kemaslahatan hidup masyarakat.
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This research is motivated by the emergence of an alternative solution for
criminal cases called Restorative Justice due to the phenomenon of prison overcapacity in
the last few decades and the lack of public satisfaction with the justice system which is
often felt to not fulfill the sense of justice in society. Followed by a new breakthrough in
the world of punishment, which was originally from a retributive (retaliation) system to a
restorative (recovery) system for victims of criminal acts. In realizing the ideals of
Restorative Justice, the role of the government through the prosecutor's office as law
enforcement officers is to issue regulations in the form of Prosecutor's Regulation
Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution based on restorative justice,
however, the application of Restorative Justice can give rise to pros and cons for the
victims, perpetrators, families. and the affected communities, even though if we look
further, the main aim of Restorative Justice is to find a solution by finding a solution
together to achieve the benefit of all parties involved.

Problem Formulation: (1). How is Restorative Justice as a resolution of criminal
acts viewed from the perspective of Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020
concerning termination of prosecution based on restorative justice? (2) How is
Restorative Justice a resolution of criminal acts from the perspective of Maslahah
Mursalah?

The type of research used in this thesis research uses normative legal research to
find out about the concept of Restorative Justice as the Resolution of Criminal Acts in the
Perspective of Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of
Prosecution Based on Restorative Justice and Maslahah Mursalah. Normative legal
research is research carried out to find out about whether a law applies, using secondary
data as a reference consisting of primary legal material and secondary legal material.

The results of this research are (1). Restorative Justice as the resolution of
criminal acts in the perspective of Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020 concerning
termination of prosecution based on restorative justice is a resolution method that
involves the perpetrator, victim, family of the perpetrator/victim and other related parties
to work together to find a fair solution by emphasizing restoration. in its original state,
and not in retaliation. (2). Restorative Justice in the maslahah mursalah perspective is the
resolution of cases outside of court by prioritizing peace and restoration to prevent
damage (fasada) resulting from a criminal act and Restorative Justice is a manifestation
of the government's commitment and its policy regulations in accordance with maslahah
dharuri (important) for the benefit of people's lives.
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